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P U T U S A N

Nomor 43 K/PID.SUS-LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H    A G U N G

memeriksa  perkara  tindak  pidana khusus pada tingkat  kasasi  yang

dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen

telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap :  AMBO TANG;

Tempat lahir :  Maros;

Umur / tanggal lahir :  47 tahun / 30 Desember 1970;

Jenis kelamin :  Laki-laki;

Kebangsaan :  Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan  Frans  Kaisepo  Serui,  Distrik  Yapen

Selatan,  Kabupaten  Kepulauan  Yapen  atau

Kampung  Yoram  Distrik  Yapen  Utara,

Kabupaten Kepulauan Yapen;

Agama :  Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. Fajar Papua);

Terdakwa  tersebut berada dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 21

Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018; 

Terdakwa  diajukan  di  depan  persidangan  Pengadilan  Negeri  Serui

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut: 

KESATU : Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam

pidana dalam Pasal 12 huruf l juncto Pasal 87 Ayat (1) huruf

b  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang

Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  juncto

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; 

ATAU

KEDUA : Perbuatan  Terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam

pidana dalam Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 Ayat (1) huruf

b  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang
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Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  juncto

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kepulauan Yapen tanggal 24 Mei 2018  sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMBO TANG telah terbukti  bersalah melakukan

tindak  pidana  "Pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12  huruf l  juncto

Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

juncto Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP sebagaimana  dalam  Dakwaan

Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama

1 (satu) tahun dan 6 (enam)  bulan dikurangi selama Terdakwa berada

dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1  (satu)  unit  dumptruck  merek  Toyota  Dyna  warna  merah  Nomor

Polisi DS 9154 C;

Dikembalikan  kepada  PT.  Fajar  Papua  melalui  saksi  MUSAFIR  NUR

selaku Pengawas Lapangan di PT. Fajar Papua Serui;

- 131 (seratus tiga puluh satu) kayu balok jenis merbau atau kayu besi

dengan ukuran 5 cm x 10 cm;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan  agar Terdakwa membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 16/Pid.Sus/2018/

PN.Sru tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa  AMBO  TANG tidak  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimana dalam dakwaan

Alternatif Kesatu atau Kedua Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
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3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat

serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 131 (seratus tiga puluh satu) kayu balok jenis merbau atau kayu besi

dengan ukuran 5 cm x 10 cm;

- 1  (satu)  unit  dumptruck  merek  Toyota  Dyna  warna  merah  Nomor

Polisi DS 9154 C; 

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOVAN JAYA

TANIA, S.E. alias NOVAN;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;  

 Membaca  Akta  Permohonan  Kasasi  Nomor  6/AKTA  KASASI/

2018/PN.Sru yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serui, yang

menerangkan  bahwa  pada  tanggal  12  Juli  2018,  Penuntut  Umum  pada

Kejaksaan  Negeri  Kepulauan  Yapen  mengajukan  permohonan  kasasi

terhadap putusan Pengadilan Negeri Serui tersebut; 

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2018 dari Penuntut Umum

pada  Kejaksaan  Negeri  Kepulauan  Yapen  tersebut  sebagai  Pemohon

Kasasi,  yang  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Serui  pada

tanggal 25 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri  Serui  tersebut  telah

diucapkan  dengan  hadirnya  Penuntut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri

Kepulauan  Yapen pada  tanggal  10  Juli  2018 dan  Penuntut  Umum

mengajukan permohonan kasasi  pada tanggal  12 Juli  2018 serta  memori

kasasinya  telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri  Serui  pada

tanggal 25 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu  dan dengan cara

menurut  undang-undang,  oleh  karena  itu  permohonan  kasasi  Penuntut

Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara

pidana  yang  diberikan  pada  tingkat  terakhir  oleh  pengadilan  lain,  selain
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daripada  Mahkamah  Agung,  Terdakwa  atau  Penuntut  Umum  dapat

mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

putusan bebas;

Menimbang  bahwa  akan  tetapi  Mahkamah  Agung  selaku  badan

peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar

semua hukum dan  undang-undang  di  seluruh  wilayah  Negara  diterapkan

secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor  114/PUU-X/2012  tanggal  28  Maret  2013  yang  menyatakan  frasa

“kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor

8  Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  tersebut  tidak  mempunyai

kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa

permohonan kasasi terhadap putusan bebas; 

Menimbang bahwa alasan kasasi  yang diajukan Pemohon Kasasi  /

Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas

perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon

Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai

berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena judex

facti telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa  Putusan  judex  facti  /  Pengadilan  Negeri  Serui  Nomor

16/Pid.Sus/2018/PN.Sru tanggal 10 Juli  2018 yang menyatakan Terdakwa

AMBO TANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindakan  pidana  sebagaimana  dalam dakwaan  Penuntut  Umum dan  oleh

karena  itu  Terdakwa  dibebaskan  dari  segala  dakwaan  Penuntut  Umum,

dibuat berdasar pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa berdasar fakta dalam persidangan berdasar bukti  yang sah,

Terdakwa  telah  mengangkut  kayu  hasil  hutan  yang  tidak  disertai  surat

keterangan sahnya hasil hutan, mengangkut kayu balok jenis merbau atau

kayu besi sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) batang untuk dibawa dari

Kampung Soromasem Distrik Yapen atau Kabupaten Kepulauan Yapen ke
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Jalan  Pertanian  Waenakawini  Distrik  Anotaurei  Kabupaten  Kepulauan

Yapen;

Bahwa meskipun Terdakwa disuruh oleh atasannya bernama Musafir

Nur  alias  Safir  untuk  mengangkut  kayu-kayu  tersebut,  akan  tetapi

seharusnya  Terdakwa  sudah  sepatutnya  dan  menurut  hukum  harus

menanyakan  keabsahan  barang  yang  diangkut,  karena  sudah  menjadi

pengetahuan  umum  jika  membawa  kayu/barang  dengan  jumlah  banyak

seharusnya disertai keterangan barang tersebut, lebih-lebih jika membawa

kayu hutan;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas, perbuatan

Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 12 huruf e juncto

Pasal  83 Ayat  (1) huruf  b  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  juncto

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan

Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi

pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebagai sopir angkutan truk

secara kepatutan harusnya mengetahui apabila mengangkut kayu diperlukan

surat-surat yang sah, akan tetapi Terdakwa diperintah oleh atasannya dan

merasa  tidak  enak  untuk  menolak,  maka  pidana  dijatuhkan  kepada

Terdakwa dengan diskresi yudisial dan menyimpang dari ancaman pidana

minimal dari pasal yang bersangkutan;

Menimbang  bahwa  dengan  demikian  terdapat  cukup  alasan  untuk

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum

tersebut  dan  membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Serui  Nomor

16/Pid.Sus/2018/PN.Sru tanggal 10 Juli  2018,  untuk kemudian Mahkamah

Agung  mengadili  sendiri  perkara  ini  dengan  amar  putusan  sebagaimana

yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung

akan  mempertimbangkan  keadaan  yang  memberatkan  dan  meringankan

bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:
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- Terdakwa  tidak  mendukung  program  Pemerintah  dalam  pencegahan

terjadinya perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan: 

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang  bahwa  karena  Terdakwa  dipidana,  maka  Terdakwa

dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi; 

Mengingat Pasal 12 huruf e juncto Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan  Hutan  juncto Pasal  55  Ayat  (1)  ke-1  KUHP,  Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor

14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan Perubahan  Kedua

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I 

- Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi /  PENUNTUT

UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN YAPEN tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serui Nomor 16/Pid.Sus/2018/

PN.Sru tanggal 10 Juli 2018;

         MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan  Terdakwa  AMBO  TANG terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Dengan  sengaja

secara  bersama-sama  mengangkut  hasil  hutan  kayu  yang  tidak

dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”;  

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara  selama  5  (lima)  bulan,  dan  pidana  denda  sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila

pidana denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana

kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan  masa  penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
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4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 131 (seratus tiga puluh satu) kayu balok jenis merbau atau kayu

besi dengan ukuran 5 cm x 10 cm;

- 1 (satu)  unit dumptruck merek Toyota Dyna warna merah Nomor

Polisi DS 9154 C; 

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOVAN JAYA

TANIA, S.E. alias NOVAN;

5. Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk  membayar  biaya  perkara

pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M., Hakim-

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Majelis  yang  dihadiri  Hakim-Hakim Anggota  serta  Ekova  Rahayu  Avianti,

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa. 

            Hakim-Hakim Anggota,                                   Ketua Majelis,

                            Ttd.-                                                         Ttd.-

          Sumardijatmo, S.H., M.H.                     Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum, M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

    Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 43 K/PID.SUS-LH/2019
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr.  H.  Margono,  S.H.,  M.Hum.,  M.M.  sebagai

Hakim  Anggota  II  telah  meninggal  dunia  pada  hari  Jumat,  tanggal  20

September 2019,  maka  putusan  ini  ditandatangani  oleh  Ketua  Majelis

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H.

sebagai Hakim Anggota I.

                                                                         Jakarta, 22 Juni 2021.

                                                                    Ketua Mahkamah Agung RI

                                                                                       Ttd.-

                                                             Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

                                 Untuk Salinan

                                      Mahkamah Agung RI

                                  a.n. Panitera

                    Panitera Muda Pidana Khusus

                         SUHARTO, S.H., M.Hum.

                                 NIP 19600613.198503.1.002
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